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PENDAHULUAN

Keuangan negara sering kali disebut sebagai keuangan publik, dimana istilah publik merujuk
pada pemerintah. Dalam konteks yang lebih sempit, keuangna negara

dapat diartikan sebagai keuangan pemerintah, yang mencakup cara pemerintah mengumpulkan
sumber dana dan cara pengelolaan peneluaran dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah di
tentukan. Secara lebih luas, aktivitas pemerintah termasuk dalam sektor publik, yang berfokus
pada penyediaan barang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Salah satu tanda mengukur tingkat keterlibatan pemerintah dalam sektor publik dapat dianalisis
dari perspektif keuangan. Peningkatan partisipasi pemerintah di sektor ini berimplikasi pada
peningkatan alokasi anggaran keuangan. Oleh karena itu, keuangan negara secara umum
mencakup aktivitas pemerintah dalam sektor publik. Proses pelaksanaan kekuasaan negara
dalam menyediakan barang dan jasa publik merupakan elemen penting dari good governance.
Untuk mewujudkan good governance yang efektif dan berhasil, di perlukan semua pihak,
termasuk pemerintah dan Masyarakat, harus berkomitmen. Untuk mencapai good governance
yang berlualitas, perlu koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta semangat kerja
dan moral yang tinggi, baik pemerintah maupun masyarakat. Pencapaian aspirasi masyarakat
serta tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sangat bergantung pada terwujudnya tata kelola
yang baik (Indriana, 2018). Dengan demikian, keuangan negara menggambarkan peran atau
campur tangan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi Masyarakat. Dalam usaha mendukung
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terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan
secara professional, transparan, dan akuntabel. Salah satu cara pengelolaan keuangan negara
adalah APBN dan APBD yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan proses penganggaran di sektor publik, agar mencapai
good governance.

Sektor publik memainkan peran yang krusial dalam menyediakan informasi akuntasi yang
diperlukan oleh pengelola publik untuk menjalankan tugas perencanaan dan pengendalian dalam
organisasi. Informasi tersebut berfungsi sebagai alat untuk mendukung tercapainya tujuan
pemerintah (clarania & Chici, 2017). Perencanaan dalam sektor publik sangat penting untuk
mempersiapkan diri dan menghadapi kondisi di masa depan. Setiap organisasi memilikiberbagai
jenis sistem perencanaan yang berbeda-beda, tergantung pada seberapa tidak pasti dan tidak
stabil lingkungan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka memerlukan sistem perencanaan
yang lebih rumit dan maju.

Mardiasmo (2004) dan Mahsun (2013), adalah kemampuan untuk mencapai hasil maksimum
dengan penggunaan input tertentu atau sebaliknya, meminimalkan input untuk mencapai hasil
yang diinginkan. Efesiensi diukur melalui perbandingan antara output dan input, serta
mencerminkan seberapa baik sumber daya digunakan dalam mencapai kinerja yang telah
ditetapkan. Dalam konteks ini, Permendagri No. 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa efesiensi juga
mencakup hubungan antara input dan output dalam penggunaan barang dan jas oleh organisasi
pemerintah.

Di sisi lain, efektivitas, seperti dijelaskan oleh Anggriani (2010), berfokus pada pencapaian hasil
yang sejalan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur berdasarkan
seberapa baik hasil yang diperoleh memenuhi harapan atau target yag diinginkan. Semakin besar
kontribusi hasil terhadap target, semakin efektif organisasi tersebut. Dengan demikian, efesiensi
berkaitan dengan optimalisasi penggunaan simber daya, sedangkan efektivitas berkaitan dengan
pencapaian tujuan akhir. Keduanya merupakan indikator penting dalam menilai kinerja
organisasi.

Penilaian terhadap efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui
analisi lapora realisasi anggaran, yang membandingkan anggaran yang di rencanakan dengan
realisasinya dalam periode tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Rondonuwu (2016) mengenai
pengelolaan keuangan daeran di Dinas Pengeloaan Keuangan Pendapatan Aset (DPKPA) Kabupaten
Minahasa Selatan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah
selama tahun anggaran 2011 hingga 2014 mencapai 100,42%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa
pengelolaan keuangan di dinas tersebut sangat efektif. Namun, untuk menilai efesiensi secara
menyeluruh, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap penggunaan sumber daya dalam
mencapai hasil tersebut.

Dalam penelitian ini, ingin membahas tentang bagaimana sektor publik dapat dioptimalisasikan
untuk meningkatkan efesien dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Di dalam sektor
publik memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat,
sehingga pengelolaan keuangannya harus dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan
efesien. Hal ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintah dan masyarakat. Selain itu,
tujuan jurnal ini ingin menjelaskan lebih mendalam mengenai konsep efesien dan

efektivitas dalam pengelolaan keuangan, dengan merujuk pada berbagai karya ilmiah yang
mendefinisikan istilah-istilah tersebut.
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TINJAUAN LITERATUR

Kerangka teoritis adalah kumpulan konsep yang menrupakan hasil pemikiran yang disusun untuk
membantu menarik kesimpulan tentang berbagai dimensi. Setiap penelitian pasti melibatkan
pemikiran teoritis, karena ada hubungan erat antara teori dan proses pengumpulan, pengolahan,
analisis, serta konstruksi data. Sebelum menjelaskan teori, penting untuk memahami dua istilah
kunci: konsep dan proposisi. Konsep merujuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk
menggambarkan secara umum peristiwa, kondisi, kelompok, atau individu dalam ilmu sosial. di
sisi lain, proposisi adalah hubungan logis yang menghubungkan dua konsep. Pemahaman terhadap
kedua istilah ini merupakan langkkah awal yang penting dalam analisis ilmiah. Terdapat beberapa
poin penting dari kerangka teoritis ini, seperti pengelolaan sumber daya, penyediaan barang dan
jasa publik, serta menjaga stabilitas ekonomi. Sektor public berperan sebagai pengatur dan
penyediaan layanan yang tidak bisa di sediakan dengan baik oleh sektor swasta, seperti
pendidikan, kesehatan. dan infrastruktur. Teori ekonomi kesejahteraan menunjukkan bahwa
campur tangan pemerintah dapat meningkatkan efesien dalam alokasi sumber daya dan
mengurangi ketidakadilan sosial. Di sisi lain, teori fiskal menekankan pentingnya pengumpulan
pendapatan melalui pajak untuk mendukung pengeluaran public yang sangat penting bagi
pertumbuhan ekonomi. Penelitian Musgrave (1959) menegaskan tanggung jawab sektor publik
dalam redistribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat.
Dengan demikian, kerangka teoritis ini menunjukkan peran aktif pemerintah dalam mengelola
keuangan negara sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan
menciptakan kesejahteraan sosial.

Sektor publik memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapatan melalui pajak dan
retribusi, serta mendistribusikan anggaran untuk berbagai program yang mendukung program
pembangunan ekonomi dan sosial. dalam analisis yang lebih mendalam, kita perlu
memperhatikan seberapa efesien anggaran digunakan, seberapa transparan pengelolaan
keuangannya, dan bagaimana kebijakan fiscal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Penelitian menunjukkan

bahwa ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan public bisa menyebabkan inefisiensi dan
korupsi, yang pada akhirnya merugikan Masyarakat secara keseluruhan (Mardiasmo, 2020).
Dalam upaya mengotimalkan peran sektor publik dalam meningkatkan efesien dan efektivitas
pengelolaan keuangan negara, sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk
memberikan wawasan berharga. Salah satunya Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa
penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan negara dapat membuat operasional
lebih efesien dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
Dalam studi ini menggunakan pendekatan terhadap kualitatif dengan menganalisi dokumen dan
wawancara, yang menemukan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam sektor publik dapat
meningkatkan transparansi dan efesien dalam penggunaan anggaran. selanjutnya ada Belli dalam
artikel yang ditulis oleh Kim (1997) menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam sektor publik
tetap penting, meskipun tidak ada kegagalan yang terjadi contohnya adalah dalam usaha
mengurangi kemiskinan dan dalam pengelolaan barang-barang merit. Belli menekankan pada
setiap invertensi pemerintah harus mempertimbangkan masalah spesifik yang menghalangin
sektor swasta untuk memproduksi barang sosial. Studi yang dilakukan oleh Bartel dan Harrison
(1998) mengungkapkan bahwa ketidakefesienan sektor publik di Indonesia pada periode 1981-
1995 di sebabkan oleh masalah dalam pengawasan serta kondisi operasional yang kurang
mendukung, termasuk keterbatasan anggaran dan hambatan dalam persaingan, temuan ini
sejalan dengan hasil penelitian Estache dan Rossi (1999), yang mmenunjukkan bahwa perusahaan
swasta memiliki lebih efesien dibandingkan dengan perusahaan publik dalam sektor air di
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kawasan Asia dan Pasifik. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa untuk meningkat
efesien dan efektivitas dalam penegelolaan keuangan negara, sektor public harus mengadopsi
teknologi informasi. Selain itu, tantangan ketidakefesienan yang dihadapi oleh sektor publik,
serta perbandingan efesien dengan sekotr swasta, menunjukkan perlunya informasi dalam
pengawasan dan pengelolaan sumber daya. Secara keseluruhan, strategi yang berbasis bukti dan
terintegritas sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja sektor public dalam pengelolaan
keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library
research), yang melibatkan pengumpulan data dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumen
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan optimalisasi sektor publik. Zed (2004)
menguraikan empat langkah dalam studi pustaka. Pertama, menyiapkan alat dan perlengkapan
yang diperlukan; kedua, menyusun bibliografi kerja; ketiga, mengatur waktu untuk membaca;
dan keempat, mencatat informasi yang diperoleh dari penelitian. Pengumpulan data dilakukan
dengan mengkaji berbagai sumber primer dan skunder, termasuk buku- buku tentang keuangan
negara, jurnal ilmiah yang berfokus pada sektor publik, laporan kinerja dari lembaga-lembaga
pemerintah, peraturan dan kebijakan yang relevan, dan temuan dari penelitan sebelumnya
tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Analisis data yang digunakan
adalah perpaduan antara analisis konten dan analisi deskriptif untuk menilai secara komprehensif
berbagai aspek dalam meningkatkan efisiensi sektor public dalam mengelola keuangan negara.
Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dikaji secara kritis dan komperhensif untuk
mendukung proposisi serta gagasan terkait peningkatan efesiensi dan efektivitas pengelolaan
keuangan negara melalui optimalisasi peran sektor publik.

PEMBAHASAN
Sektor Publik

sektor publik adalah suatu konsep yang lebih luas, mencakup tidak hanya unit pemerintah, tetapi
juga semua urusan yang bersifat publik. Sektor publik umumnya terdiri dari organisasi yang
dimiliki dan dioprasikan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Selain
itu, sektor publik merujuk pada tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk memproduksi
barang dan jasa atau layanan publik, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat.
Hal ini, ini sektor public memainkan peran penting dalam menyediakan layanan yang esensial
bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh yang termasuk dalam sektor publik adalah
pertahanan nasional, keamanan dalam negeri, perlindungan

oleh polisi, pemadam kebakaran, perencanaan kota, pendidikan, pengawasan perpajakan, dan
berbagai program sosial (Bastian, 2016).

Mahsun dkk. (2016) sektor publik mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kepentingan
umum, termasuk penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat yang dibiayai melalui pajak
atau pendapatan negara lainnya dan diatur oleh hukum. Mengingat luasnya cakupan sektor
publik, banyak penyelenggaraan layanan yang diserahkan kepada pasar, meskipun pemerintah
tetap melakukan pengawasan melalui regulasi yang ada. Selain itu, beberapa bidang dalam
sektor publik berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sambil tetap menjaga
pengawasan dan akuntabilitas.

Sektor publik merupakan pelayanan yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat umum,
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dengan pendanaan yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, serta diatur oleh
berbagai peraturan. Dari perspektif kegiatan, sektor publik mencakup semua aktivitas yang
dibiayai oleh pemerintah, sementara dari segi kepemilikan, sektor ini mencakup semua yang
dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, sektor publik berfungsi sebagai penyediaan layanan
yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Sektor publik muncul sebagai respons terhadap kebutuhan bersama masyarakat beserta barang
dan layanan tertentu. Untuk memastikan alokasi dan distribusi barang dan layanan umum yang
adil, pengelolaan tersebut diserahkan kepada pihak tertentu (pengurus). Sebagai imbalannya,
masyarakat membayar pajak untuk mendukung pengaturan dan penyediaan barang beserta
layanan umum oleh pengurus tersebut. Dengan demikian, sektor publik berperan penting dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan teratur.

Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas keuangan negara, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kegiatan ini
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas. Prinsip utama dari
pengelolaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemerintah, yang
bertujuan untuk mengoptimalisasikan penggunaan dana yan tersedia untuk membiayai semua
kegiatan yang telah dijadwalkan.

Menurut C.S.T., untuk mencapai tata Kelola pemerintah yang baik dalam administrasi negara,
pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan profesionalisme, transparan, dan
akuntabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal
23C yang menegaskan bahwa undang-undang yang mengatur keuangan negara harus merinci
ketentuan dasar tersebut menjadi asas-asas umum, seperti asas tahunan, universalitas, kesatuan,
dan spesialitas, serta memasukkan asas-asas baru lainnya. Pengelolaan keuangan negara yang
baik sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara melibatkan akuntabilitas yang
berfokus pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, serta keterbukaan dalam pengelolaan
keuangan. Elemen-elemen ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang
efektif dan efesien.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara mencakup beberapa aspek, yaitu:

Perencanaan anggaran negara
Implementasi anggaran negara
Pengawasan terhadap anggaran negara
Akuntabilitas anggaran negara

b=

Pihak berwenang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan diharuskan untuk
mematuhi prisip-prinsip humum tertentu untuk meningkatkan standar dan manajemen keuangan.
Menrut Djafar Saidi, pengelolaan dana pemerintahan, yang berada di bawah lingkup menteri
keuangan yang bertindak sebagai bendahara umum negara, merupakan komponen integral dari
administrasi fisikal negara. Dana pemerintah mencakup semua sumber daya moneter yang
dikelola oleh bendahara pemerintah, termasuk mata uang domestik dan mata uang asing. Uang
negara terdiri dari uang kas negara serta dana yang di kelola oleh bendahara penerimaan dan
pengeluaran kementerian, lembaga pemerintah non- kementerian, dan lembaga negara.

Pengelolaan keuangan negara terbagi menjadi dua kategori utama: pengelolaan kas negara dan
alokasi penerimaan negara yang dilakukan oleh kementiran, lembaga pemerintah non-
kementrian, serta lembaga negara. Kategori ini penting untuk memastikan pengelolaan yang
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terstruktur dan efesien dalam penggunaan sumber daya keuangan negara. Selain itu, hal ini
juga mencakup

pengawasan sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk kementerian negara dan lembaga
pemerintah non-kementerian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membedakan setiap fungsi
untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara diarahkan pada tujuan yang telah
ditetapkan.

Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Keuangan Negara

a. Transparansi

Transparansi berartikan mengungkapkan suatu informasi tentang keuangan pemerintah kepada
publik. Transparansi ini sangat penting ketika mengelola keuangan pemerintah untuk
memastikan bahwa warga negara mengetahui

bagaimana pemerintah mereka mengumpulkan, mengelola, dan

membelanjakan anggaran nasional, ini termasuk transparansi dalam penyusunan anggaran,
pelaksanaan dan pelaporan keuangan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan pemerintah dan pegawai negeri sipil bertanggung jawab atas semua
tindakan dan keputusan mereka yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik.Penggunaan
dana publik harus bertanggung jawab kepada publik dan regulator.

c. Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik berarti penggunaan sumber daya publik harus
dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan upaya yang minimal.Manajemen yang
efisien berfokus pada meminimalkan pemborosan, menghindari pengeluaran yang tidak perlu,
dan menggunakan sumber daya secara produktif.

d. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan melalui penggunaan anggaran
yang tepat sasaran.Dana publik harus digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam
kebijakan nasional, seperti meningkatkan layanan sosial, mengurangi kemiskinan, dan
mendorong pertumbuhan ekonomi.

e. Kepatuhan terhadap Hukum

Segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara wajib mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ada. Pelanggaran

hukum, seperti penyalahgunaan dana dan korupsi, harus dicegah melalui kontrol yang ketat dan
sanksi yang jelas.

f.  Keadilan

Pengelolaan keuangan negara harus mencerminkan asas keadilan, yaitu anggaran didistribusikan
secara merata tanpa diskriminasi berdasarkan daerah, golongan, dan golongan tertentu untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Strategi Optimalisasi Peran Sektor Publik

1. Peningkatan kualitas layanan

Menurut Osborne dan Gaebler (1992) dalam mereka “reinventing Government” menyatakan
bahwa peningkatan kualitas layanan publik seharusnya menjadi prioritas utama. Mereka
menekankan pentingnya inovasi dalam penyampaian layanan agar lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup pelatihan pegawai, penerapan teknologi informasi, dan
pengembangan standar pelayanan yang jelas.
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2. Pengembangan kapasitas SDM

Menurut Grindle dan Haryono (2009:39), pengembangan kapasitas sumber daya manusia bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawab profesional dan
teknis mereka. Inisiatif ini berfokus pada penguatan kapasitas individu agar dapat melaksanakan
tugas- tugasnya dengan lebih efektif dan efesien (Haryono, 2012). Dengan demikian,
pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah penting untuk meningkatkan
kinerja dan produktivitas individu dalam organisasi.

3. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi yang mengalami perkembangan pesat saat ini telah
memberikan berbagai kemudahan dalam berbagai jenis layanan, termasuk dalam sektor
pemerintahan. Teknologi informasi berfungsi sebagai faktor utama yang mendukung pemerintah
untuk bersaing dipasar global, serta sebagai sarana untuk berkoordinasi dan mengarsipkan
dokumen-dokumen penting. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kompleksitas tugas
manajemen dapat ditangani dengan lebih efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas
pelayanan. Teknologi informasi mampu mengatasi tantangan, menciptakan untuk berinovasi,
serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalaam

pelaksanaan tugas, sehingga menjadi penunjang bagi kehidupan yang lebih baik. Baik secara fisik
maupun interaktif, yang dirancang berdasarkan teori pembelajaran, (Partawi et.al., 2017).
Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas

1. Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Efesiensi dapat diukur melalui perbandingan antara ouput yang dihasilkan dan input yang
digunakan. Contohnya termasuk rasio biaya operasional terhadap total aset. Di sisi lain,
efektivitas dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana hasil yang di capai sejalan dengan tujuan
yang telah ditetapkan. Hasil dari ini adalah tingkat pencapaian target pertumbuhan ekonomi,
tingkat penyerapan anggaran, atau tingkat keberhasilan program pengentasan kemiskinan.
Indikator-indikator tersebut berfungsi untuk menilai apakah pengelolaan keuangan negara
dilakukan dengan cara yang efesien dan terarah, sehingga dapat memberikan keuntungan yang
maksimal bagi masyarakat.

2. Evaluasi Program

Audit dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin terhadap program-progra yang didanai oleh
anggaran publik memiliki peranan yang sangat krusial dalam menilai dampak serta keberhasilan
program tersebut. Proses evaluasi ini seharusnya menitikberatkan pada aspek efesien dan
efektivitas, guna memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dilakukan secara optimal
dan memberikan hasil yang maksimal. Evaluasi perlu mencakup analisis terhadap sasaran yang
telah ditetapkan, proses pelaksanaan, hasil yang diperoleh, serta dampak yang dirasakan olen
penerima manfaat. Dengan adanya daya yang valid, evaluasi dapat mengungkapkan kelemahan
dan kekuatan dari program yang ada, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan untuk
meningkat efektivitas dan efisiensi program di masa yang akan datang.

Kendala dalam Mengoptimalkan Peran Sektor Publik

Birokrasi sering dianggap sebagai sistem yang menghambat jalanya pemerintahan dan layanan
publik, terutama di indonesia. Gejala infisiensi dalam sistem birokrasi, yang ditandai dengan
kuantitas yang berlebihan dan prosedur yang kaku, elah banyak dikritik (Podungge, 2010).
Kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan masih sering ditemukan. Untuk
mewujudkan birokrasi yang

efektif dan memuaskan, penting untuk mematuhi prinsip -prinsip good gobernance, seperti
partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
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Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan
peran sektor publik, dimana banyak instansi pemerintah menghadapi kekurangan tenaga kerja
yang terampil dan berpengalaman, berdampak pada kualitas layanan publik. Pelatiahan dan
pengembangan pegawai negeri sering kali tidak memadai, sehingga keterampilan yang dimiliki
tidak sesuai dengan kebutuhan modern. Masalah ini semakin diperburuk oleh anggaran yang
terbatas, di mana alokasi dana untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sering
kali diabaikan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk
meningkatkan kinerja sektor publik.

KESIMPULAN

Mengoptimalkan peran sektor publik dalam meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan
keuangan negara sangatlah penting. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sektor publik
harus menyediakan layanan yang berkualitas tinggi, transparan, dan akuntabel. Penemuan ini
menunjukkan bahwa untuk meraih tujuan tersebut, peningkatan kualitas layanan, penguatan
kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sangat
diperlukan, agar sektor publik dapat mengelola keuangan negara dengan baik, tantangan seperti
birokrasi yang tidak efesien dan kekurangan sumberdaya manusia harus diatasi. Hambatan-
hambatan ini perlu diselesaikan agar sektor publik dapat berkontribusi secara lebih signifikan.
Di samping itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparan, akuntabilitas,
dan keadilan, dalam pengelolaan keuangan pemerintah juga sangat krusial. Penilaian dan audit
rutin terhadap program-program harus dilakukan dengan untuk memastikan bahwa sumber daya
publik digunakan secara efesien dan memberikan hasil yang optimal. Dengan memahami dan
menerapkan konsep efesiensi dan efektivitas, diharapkan kinerja sektor publik dapat meningkat,
sehingga mendukung pencapaian tujuan pemabangunan berkelanjutan dan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.
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